
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR   36   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 

TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEBUMEN, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas 
Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 
Anggaran 2010, Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia menyarankan untuk meninjau kembali Peraturan 

Daerah khususnya mengenai investasi permanen pada        
PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa 
Tengah; 

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) 

Jawa Tengah Tahun 2010 yang memutuskan bahwa semua 
kekurangan modal dalam portepel akan dilunasi oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pemerintah 

Kabupaten Kebumen tidak perlu menambah penyertaan 
modalnya kepada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi 
Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah untuk hal tersebut; 

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi Keuangan Daerah 
perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada 
Badan Usaha Milik Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004       
Nomor 64); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Menetapkan 

 

 
 
 

 
 

 
 
: 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

dan 

BUPATI KEBUMEN 
 

MEMUTUSKAN: 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2010 
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 
Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen  

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44) diubah, 
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 9 

 

(1) Penyertaan Modal pada PT PRPP Jawa Tengah sampai dengan 
Tahun 2010 sebesar Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh 

satu juta rupiah). 
(2) Dihapus. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. 
 

 
Ditetapkan di Kebumen 

                                                      pada tanggal 

 
 BUPATI KEBUMEN, 

  
             
 

    
  BUYAR WINARSO 

 
 
 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal     
 

           Plt. SEKRETARIS DAERAH 
           KABUPATEN KEBUMEN 

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN 
          KESEJAHTERAAN RAKYAT, 
 

 
 
 

           
                    DJATMIKO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 36 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR  36  TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 

TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

 
 
 

I.  UMUM 
 

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Sistem Pengendalian Intern 
Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2010, Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia menyarankan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah 
khususnya mengenai investasi permanen pada PT. Pusat Rekreasi dan 

Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Selanjutnya, berdasarkan hasil 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi 

Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah Tahun 2010 yang memutuskan bahwa 
semua kekurangan modal dalam portepel akan dilunasi oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak perlu 

menambah penyertaan modalnya kepada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi 
Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah untuk hal tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam 

rangka  memenuhi tertib administrasi Keuangan Daerah, maka perlu 
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan 
Usaha Milik Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
  Cukup jelas. 
 

Pasal II 
  Cukup jelas. 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 74 

 


